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EAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA

a., Peraturan Dewan Pemerintah Daerah Sementars Propinsi
Sumatera Tengsh tanggel 1 Nopember 1951 No.44/D.P.3./51
tentang pemeliharaan pengeiran dan pembaglan air; ;

b. surat-surat Menterli Dalam Wegeri tanggal L3 Mare: 1952
No.Des.9/9/49 dan tanggal 16 Oktober 1952 Ho,Dea.9/24/33;

¢. surat-surat Menteri Pekerdjsan Umum dan Tenags tangsal 5

Pebruarl 1952 No.U 25/13/17 dan tanggel 12 Agustus 1952
No.Kab,1/13/2; BT s

a. bahwa, smgguhpun menurut Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang No.4 tehun 1950, Lampiran 4 No.IV, Propinsi
Sumgtera Tengah diberi keluasaan atas vengairan umum den
keliasaan atas pemskalan air, namun menurit. pasal 4 ajat
2 uwntull dapet mendjalenkan kekusssesn-keluasasn itu masih
harus dinantikan diadskanpja Peraturan peleksanaan pada
walkttu penjerahan, sehinggéd kini belum dapat diketahui
batas-batas tuges Propinsi dalem urusan itu

" b. bahwa oleh karena apa jang tersebut dalem ajat a. diatas

inl, Propinsi Sumatera Tengsh belum dapat mengstur masalah
tersebut;

c. bahwa peraturan Dewsn Propinsi ftersebut djuga dipandeng
dari sudut materieel-technis kurang sempurna antara lain
Karens :

1. pemeliharaen den pembagian air untuk pengairen jang
disershlkan kepada beberapa tangan sebagai dikenendaki
oleh peraturen Dewan Fropinsi tereebut diatas, adaleh
kurang menfaat dan akan meminta tenaga dan blaja jang
tidak sedikit; hal tersebut tjuwtup diurus oleh dan di-
rertanggung-djawablan kepada Dinas Pekerdjasn Umun Fro-—
Pinsl den Desa (Negeri) jang bersangkuten;

2. pembentukan panitya-panitya pengairan Adi masing-masing
wilajah (ketjamatan), kabupaten den Fraopinsi gebvagai.
dikehendslkl oleh Peraturan Pewan Propinsi tersebut di-
atas, edalah kurang rasionil dan dipandang tjukup adse
nja satu Panitysa Pengairan di masing-masing kabupaten,
jang depat memahamken dan mempertimbangksan semua soal-
spal itu dengan sepenuhnja; -

d. bahwa berhubung dfhgan hal-hel diatss dan pula mengingat
Kenjataan, bahwa padas waktu inl so0al perairsn diluar
Diawa dan Madure berteambah luss, sehingga memerlulan
peratursn-peraturan jang sentral den uniform, lepas dari
rendgpat perseorangan dimasing-masing daerah, untuk mana
perlu dipakal Peraturan Perairan Umum tehum 1936 (Stbl, 489
sebagai dasar/pedomen guna pembikinan peraturan perairan

- dimasing—masing daersh, Peraturan Dewan Pemerintah Dasral

Sementara Propinsi Sumeters Tengsh tersebut tidek dapat
disghkens : ! :
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Mengingat : pasal 83 dan passl 85 Undang—-undang Dasar Sementara, pasal

23 dan pasal 30 Undang-undang Hepurlik Indonesie dahulu
No.22 tahun 1948, Peraturen Pemerintah Penggenti Undang-—
vndang Republik Indonesie dahulu No.4 tahun 1950 dan Fers-
turen Pemerintah No.l tahun 1951 {Temdaran Fegara No.l);
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Mene tapkan

Tidak mengesahken Persturen Dewan Pemerintah Daerah Sementars Fro-

pinsi Sumatera Tengah tanggel 1 Nopember 1951 No.44/D.2.8./5L tentang

pEmelihafaan pengairan dan pembagian air.

Ditetapkan di Djakarta
pade tanggal T HDPEthr-lBEE.
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